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kesabaran (Q.S. Al-asr: 1-3).
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sungai, itulah kemenangan yang agung (Q.S. Al-buruu;j: 11)
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ABSTRAK

Pandemi COVID-19 tidak hanya menjadi ujian bagi sistem
kesehatan global, tetapi juga bagi penegakan hukum, khususnya
pemberantasan korupsi. Di tengah krisis, Indonesia dan Malaysia
menghadapi tantangan yang berbeda dalam menangani kasus korupsi,
dengan dinamika hukum dan kelembagaan yang berjalan dalam arah
berlawanan. Penelitian ini berupaya membandingkan efektivitas hukum
pidana korupsi kedua negara selama masa pandemi, dengan fokus pada
peran lembaga antikorupsi sebagai ujung tombak penegakan hukum.

Melalui pendekatan penelitian doktrinal, studi ini menganalisis
peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan kebijakan
penanganan korupsi di Indonesia dan Malaysia. Temuan penelitian
mengungkap kontras yang tajam: sementara Suruhanjaya Pencegahan
Rasuah Malaysia (SPRM) memanfaatkan momentum krisis untuk
memperketat pengawasan dan meningkatkan akuntabilitas, Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK) Indonesia justru kehilangan daya
ungkitnya. Pelemahan ini tidak terlepas dari revisi Undang-Undang KPK
yang mengikis independensi lembaga, ditambah dengan pembatasan
kewenangan penyelidikan di masa darurat kesehatan.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pandemi COVID-19
menjadi titik balik yang memperlebar jarak efektivitas pemberantasan
korupsi antara Indonesia dan Malaysia. Jika Malaysia berhasil
memanfaatkan kerangka hukum yang ada untuk memperkuat pencegahan
korupsi, Indonesia justru terperosok ke dalam fase pelemahan
kelembagaan. Implikasinya, tanpa pembenahan struktural, upaya
penegakan hukum antikorupsi Indonesia berisiko semakin tertinggal tidak
hanya dari Malaysia, tetapi juga dari standar global.

Kata Kunci: hukum pidana korupsi, COVID-19, perbandingan
hukum, KPK, SPRM, pelemahan kelembagaan.
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ABSTRACT

The COVID-19 pandemic not only tested global healthcare
systems but also challenged law enforcement, particularly in combating
corruption. During the crisis, Indonesia and Malaysia faced different
challenges in handling corruption cases, with their legal and institutional
dynamics moving in opposite directions. This study compares the
effectiveness of anti-corruption criminal laws in both countries during the
pandemic, focusing on the role of anti-corruption agencies as the frontline
of law enforcement.

Using a doctrinal research approach, this study analyzes
legislation, court rulings, and anti-corruption policies in Indonesia and
Malaysia. The findings reveal a sharp contrast: while Malaysia's
Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) [Malaysian Anti-
Corruption Commission] leveraged the crisis to tighten oversight and
enhance accountability, Indonesia's Komisi Pemberantasan Korupsi
(KPK) [Corruption Eradication Commission] saw its authority
weakened. This decline was linked to amendments to the KPK Law that
eroded the agency’s independence, coupled with restrictions on
investigative powers during the health emergency.

The study concludes that the COVID-19 pandemic became a
turning point that widened the gap in anti-corruption effectiveness
between Indonesia and Malaysia. While Malaysia successfully utilized its
legal framework to strengthen corruption prevention, Indonesia
regressed into institutional weakening. Without structural reforms,
Indonesia’s anti-corruption law enforcement risks falling further behind
not only Malaysia but also global standards.

Keywords: criminal corruption law, COVID-19, comparative law,
KPK, MACC, institutional weakening.
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BAB

PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang

Persatuan Bangsa-Bangsa, atau biasa disebut sebagai PBB melalui
sekjennya, Kofi Annan pada 30 Oktober 2003 telah menyatakan bahwa
korupsi adalah kejahatan yang sangat mengerikan dengan kemampuan
merusak yang luar biasa yang dapat menghancurkan aspek-aspek penting
kehidupan global, termasuk ekonomi, tetapi juga merusak aspek kehidupan
manusia yang lain. Akibatnya, dunia telah berfokus untuk memerangi dan
menghentikan kejahatan korupsi. Korupsi benar-benar memiliki daya rusak
yang luar biasa besar juga menghancurkan kehidupan bermasyarakat.
Korupsi dianggap sebagai penyebab utama kerusakan ekonomi suatu negara
dan menjadi hambatan besar untuk pengentasan kemiskinan, kelaparan, dan
melaksanakan pembangunan global.

Dimulai pada tahun 2000, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)
memperhatikan masalah korupsi dengan mengeluarkan Resolusi PBB Nomor
55/61 dalam Sidang Majelis Umum PBB ke-55, yang mengatur pembentukan
instrumen hukum internasional antikorupsi. Pada tahun 2003, PBB juga
membentuk Konvensi Anti Korupsi (UNCAC) untuk mencegah korupsi di
seluruh dunia. (B.4.Nawawi, 1986:180)

Majelis Umum PBB akhirnya menerima UNCAC, yang disahkan
melalui Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) pada tanggal 9-11 Desember 2003
di Merida, Meksiko. Sampai tahun 2010, sebanyak 141 negara telah
menandatangani konvensi ini dan bahkan 145 negara telah meratifikasinya.
Sejak disahkan pada tahun 2003, banyak negara menggunakan mekanisme
dan prinsip-prinsip UNCAC untuk menangani masalah korupsi di negara
mereka. Indonesia adalah salah satu dari 145 negara yang meratifikasi
UNCAC pada 18 April 2006, melalui UU Nomor 7 tahun 2006. (Chazawi,
2016:71).

Sesuai dengan yang dinyatakan dalam Pasal 3 Undang-Undang



Nomor 30 Tahun 2002, lembaga negara yang disebut Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK) di Indonesia beroperasi secara mandiri tanpa dipengaruhi
oleh kekuatan luar. KPK didirikan dengan tujuan untuk meningkatkan
efisiensi dan hasil dari upaya menghapus korupsi. KPK dibentuk karena
lembaga penegak hukum lainnya, seperti Kepolisian, Kejaksaan, Peradilan,
Partai Politik, dan Parlemen, malah terlibat dan terlena dalam lingkaran
korupsi. Sampai saat ini, belum ada upaya yang cukup dilakukan untuk
menghapus tindak pidana korupsi.

Proses pemberantasan korupsi harus ditingkatkan melalui penerapan
pendekatan yang ahli, intensif, dan berkelanjutan. Tindak pidana korupsi
tidak hanya merugikan ekonomi dan keuangan negara, tetapi juga
mengancam hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat. Akibatnya, hal ini
dapat mengganggu kesejahteraan masyarakat dan menghambat kemajuan
nasional. Korupsi juga terjadi di banyak sektor kehidupan yang luas di
Indonesia.

Diperlukan perubahan cara masyarakat melihat korupsi dan upaya
pemberantasannya, karena sebagian besar masyarakat hanya menghujat dan
berteriak atas perilaku atau peristiwa korupsi yang terjadi di Indonesia. Perlu
ada langkah-langkah yang lebih konkret dari seluruh lapisan masyarakat
dalam upaya pencegahan dan pemberantasan kejahatan korupsi, pada tataran
yang lebih besar adalah peran masyarakat untuk menghentikan korupsi.
(Darwan, 2002:89)

Pada akhir 2019, pandemi COVID-19 melanda dunia, menyebabkan
banyak orang kelaparan dan kesulitan. Dalam hal ini, pemerintah berusaha
memulihkan kehidupan masyarakat dengan membantu orang-orang yang
kurang beruntung. Namun, pejabat korup yang merusak kehidupan negara ini
sering kali menggunakannya sebagai sasaran empuk. Sebagai contoh, Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Juliari P. Batubara, mantan
Menteri Sosial, atas dugaan korupsi dana bantuan sosial untuk warga yang
terdampak Covid-19.

Indonesia berada dalam kondisi tertentu karena masih menghadapi



pandemi COVID-19. Situasi tertentu yang dimaksud di sini adalah Indonesia
sedang mengalami situasi yang tidak biasa. Pandemi COVID-19 dan
pembatasan aktivitas masyarakat telah memberikan dampak yang signifikan
pada industri kesehatan dan bidang lain, seperti ekonomi. Dalam beberapa
kasus, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 mengenai Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi, yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2001, memungkinkan penegak hukum untuk menjatuhkan pidana mati
kepada para koruptor yang melakukan tindak pidana korupsi. (Andy Faisal,
2010:73)

Kanun Keseksaan Malaysia mengatur hukum pidana, yang
didasarkan pada undang-undang pidana Inggris dengan beberapa
penyesuaian lokal. Selain itu, negara ini menerapkan dualisme hukum,
dengan Mahkamah Syariah yang bertanggung jawab atas umat Islam dalam
hal-hal tertentu. Hal ini menyebabkan dinamika penegakan hukum pidana
Malaysia yang unik, di mana hukum sekuler dan syariah bekerja sama dan
kadang-kadang bertentangan. (Somadiyono, 2020:4)

Sebagaimana disebutkan di atas, peneliti telah menunjukkan bahwa
korupsi bukan hanya masalah di dalam negara saja; itu sudah menjadi
masalah internasional karena korupsi sekarang memasuki batas
internasional. Ini ditunjukkan oleh alinea keempat Mukadimah Konvensi
Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Anti Korupsi (UNCAC) tahun 2003.
Korupsi telah berkembang menjadi fenomena yang melintasi batas negara
dan berdampak negatif pada masyarakat sosial ekonomi. Untuk mencegah
dan memberantas jenis korupsi ini, kerja sama internasional sangat
diperlukan. (GR, 2009:74)

Pada dasarnya, korupsi dalam berbagai bentuknya adalah
perampasan aset dan kekayaan negara, yang menyebabkan negara tidak
memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya
untuk menyejahterakan rakyatnya. Akibat dari korupsi yang berlanjut, rakyat
kehilangan hak-hak dasar untuk hidup layak. Akibatnya, diperlukan berbagai

upaya khusus untuk memerangi korupsi, khususnya di Indonesia. Namun,



seharusnya ada tiga komponen utama dalam pemberantasan korupsi, yaitu
pencegahan (preventif), pemberantasan (repressive), dan pengembalian aset
(asset recovery). Ketiga komponen ini menegaskan bahwa pemberantasan
korupsi tidak hanya terdiri dari pencegahan dan pemidanaan para koruptor,
tetapi juga termasuk tindakan yang diperlukan untuk mengembalikan
kerugian keuangan negara yang disebabkan oleh korupsi. (Ridwan Arifinl
Indah Sri Utari, Herry Subondo?2, 2016: 106-107).

Permasalahan penggunaan keuangan negara jika digunakan secara
menyimpang akan menimbulkan penyelenggara negara yang
menyalahgunakan wewenang bisa dituntut telah melakukan tindak pidana
korupsi termasuk dalam keadaan penanganan bencana termasuk
penyelenggara negara yang memanfaatkan wabah Covid-19 untuk mencuri
keuangan negara, terkait dengan keuangan dan perekonomian negara pada
saat pandemi Covid-19 Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan
Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan
Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan atau Dalam Rangka
Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan
atau Stabilitas Sistem Keuangan (selanjutnya disebut Perppu No. 1/2020).

Penelitian ini berfokus pada penerapan sanksi pidana terhadap
pelaku tindak pidana korupsi, khususnya para pejabat yang melakukan
korupsi saat bangsa Indonesia mengalami bencana seperti pandemi COVID-
19. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan apakah hukuman
vonis yang berat dapat membantu mencegah dan memberantas tindak
pidana korupsi di negeri ini, yang semakin merajalela hampir di seluruh

lapisan masyarakat, terutama di bidang perbankan.

Pandemi Covid-19 dinyatakan sebagai pandemi oleh Organisasi
Kesehatan Dunia (WHO) pada hari Kamis, 12 Maret 2020. Pernyataan ini
menandakan terjadinya wabah dalam skala besar, di mana penyakit yang

termasuk dalam kategori pandemi adalah penyakit menular dengan garis



infeksi yang berkelanjutan. Pada saat itu, pandemi Covid-19 telah menjadi
topik pembicaraan serius di seluruh dunia. Diskusi tersebut mencakup asal-
usul virus corona, penyebarannya di berbagai lokasi, saluran penyebaran,
serta upaya pencegahan dan penyembuhan. Selain itu, berbagai teori
konspirasi juga turut mewarnai isu pandemi Covid-19. (Setiadi, 2018:15)

Berdasarkan hasil survei dari Lembaga Survei Indonesia
menunjukan bahwa tren kasus korupsi di Indonesia pada masa pandemi
Covid-19 mengalami peningkatan, dengan hasil survei 39,6% menyatakan
terdapat kenaikan tingkat korupsi dimasa pandemi Covid-19, dengan begitu,
dapat dikatakan bahwa pandemi Covid-19 membuka celah baru dalam
tindak pidana korupsi.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, para pelaku kejahatan
korupsi yang terjadi selama pandemi COVID-19 dan penyalahgunaan
anggaran penanggulangan pandemi dapat dikenakan sanksi pidana, bahkan
hukuman mati, jika mereka melakukan korupsi.

Selama bertahun-tahun, korupsi di Indonesia sudah ada sejak awal.
Namun, tidak jelas siapa yang menciptakannya, karena korupsi di satu sisi
ingin dihilangkan, tetapi di sisi lain terus berkembang dan bahkan dipelihara
oleh masyarakat dan para penguasa. Korupsi di Indonesia sangat kompleks,
dimulai dari perebutan kekuasaan atau pergantian rezim, hingga ke
kecurangan atau korupsi yang menyebabkan korupsi di Indonesia tidak
dapat dihilangkan sepenuhnya karena pemberantasan hanya bersifat parsial
atau ditujukan kepada beberapa pihak tertentu, dan undang-undang
cenderung tidak menghukum mereka yang berada di lingkaran kekuasaan,
sehingga korupsi terus berlanjut.

Salah satu tindakan yang sangat merugikan ekonomi dan keuangan
negara adalah korupsi. Jumlah orang yang terlibat dalam kasus korupsi
meningkat seiring dengan meningkatnya kampanye anti-korupsi.

Kejahatan tindak pidana korupsi di Indonesia telah melampaui

batas-batas siapa, mengapa, dan bagaimana. Tidak hanya para pemangku



jabatan dan kepentingan yang terlibat dalam tindak pidana korupsi, baik di
sektor publik maupun privat, tetapi tindak pidana korupsi Tindak pidana
korupsi adalah perbuatan yang sangat tercela dan sangat dibenci oleh
sebagian besar masyarakat, tidak hanya oleh masyarakat dan bangsa
Indonesia, tetapi juga oleh masyarakat bangsa-bangsa di dunia (Arief, 1992,
p. 133).

Dalam situasi seperti ini, koruptor dapat disebut sebagai teroris asli.
Pejabat yang tidak bertanggung jawab dan tidak bermoral dengan mudah
melakukan korupsi besar-besaran, merampas hak-hak masyarakat kecil
yang berjuang untuk bertahan hidup setelah banyak dari mereka kehilangan
pekerjaan mereka, bahkan dalam keadaan sulit ketika seluruh dunia dilanda
pandemi COVID-19. Pendanaan yang seharusnya disediakan untuk
memenuhi kebutuhan masyarakat kecil dan meningkatkan kesejahteraan
mereka yang paling terdampak digunakan untuk kepentingan pribadi dan
keluarga mereka sendiri.

Kejahatan korupsi merupakan salah satu bentuk kejahatan yang
dilakukan secara sistematis, masif dan terorganisir dengan baik serta
dilakukan oleh orang- orang yang mempunyai kedudukan, jabatan dan
peranan penting dalam tatanan sosial masyarakat, oleh karena itu kejahatan
ini sering disebut kejahatan kerah putih (white collar crime), dalam
praktiknya kejahatan korupsi dilakukan dengan sangat rapi, teratur dan
sistematis, sehingga modus kejahatan dan kualitasnya membuat korupsi sulit
untuk diungkapkan dan temukan, dalam upaya pemberantasan korupsi tidak
lagi dapat dilakukan secara biasa-biasa saja tetapi extra luar biasa (di Kutip
dari jurnal Obe, RGA, & Utari, IS (2020). Pertanggungjawaban Pidana Bagi
Pelaku Korupsi Berbentuk Conkursus Realis. Jurnal Hukum dan Reformasi
Hukum, 1(2), 326).

Diperlukan adanya analisis lebih dalam untuk mengetahui faktor-
faktor apa yang mempengaruhi keberhasilan lembaga pemberantasan korupsi
di suatu negara. Sebagai lembaga khusus yang relatif baru KPK sangat

perlu mempelajari perjalanan lembaga-lembaga khusus diluar negeri salah



satu nya lembaga pemberantas korupsi Malaysia yaitu SPRM, karena
ternyata sistem tugas dan kewenangan yang dimiliki lembaga anti korupsi
negara tersebut mampu menciptakan pemberantasan korupsi yang cukup
efektif, sebagaimana terlihat di IPK (Indeks Persepsi Korupsi) yang di ikuti
180 negara, Malaysia mendapat ranking 51 dengan skor 53, sedangkan
Indonesia berada di ranking 85 dengan skor 40.

Untuk memahami pendekatan Malaysia terhadap tindak pidana
korupsi yang melibatkan sektor swasta, penting untuk memahami kerangka
hukum yang digunakan negara tersebut. Beberapa undang-undang yang
relevan termasuk Akta Pencegahan Rasuah Malaysia (Akta 1997): Undang-
undang ini memberikan kerangka hukum untuk memerangi korupsi di
Malaysia, termasuk korupsi yang melibatkan sektor swasta. Undang-undang
ini memberikan kekuatan kepada lembaga anti-korupsi Malaysia, Komisi
Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM), untuk menyelidiki, mendakwa, dan
mengadili pelaku korupsi. (Ginting, 2023:2)

Pendekatan Malaysia dalam menangani tindak pidana korupsi yang
melibatkan sektor swasta telah memberikan beberapa hasil yang positif.
Negara ini telah berhasil mengungkap dan menuntut kasus-kasus korupsi
yang melibatkan perusahaan swasta secara tegas dan transparan. Malaysia
juga telah memperkuat kerangka hukum untuk mengatasi korupsi di sektor
swasta, namun masih ada tantangan yang perlu diatasi, peningkatan kerja
sama antara sektor publik dan swasta serta peningkatan kesadaran tentang
etika bisnis dan anti-korupsi di kalangan perusahaan swasta menjadi penting,
Pemerintah juga harus terus memperkuat lembaga anti-korupsi dan
memberikan sumber daya yang cukup untuk mengatasi korupsi secara
efektif.

Indonesia telah mengakui bahwa korupsi tidak hanya
dilakukan oleh pejabat pemerintah, tetapi juga melibatkan pihak swasta.
Pemerintah dan masyarakat Indonesia secara serius memandang tindak
pidana korupsi yang melibatkan pihak swasta sebagai ancaman serius bagi

integritas dan stabilitas sistem ekonomi serta demokrasi. Pihak swasta



memiliki peran penting dalam penggunaan sumber daya publik dan
pelaksanaan proyek-proyek pembangunan, sehingga keterlibatan mereka
dalam korupsi mengakibatkan kerugian yang besar bagi negara dan
masyarakat.

Di sisi lain, Indonesia juga telah menunjukkan upaya yang
signifikan dalam menangani kasus korupsi. KPK telah berhasil menuntut dan
menghukum sejumlah pejabat tinggi negara, termasuk mantan presiden dan
gubernur. Selain itu, KPK telah memainkan peran penting dalam mengubah
persepsi masyarakat tentang korupsi dan meningkatkan kesadaran akan
dampak buruk korupsi bagi negara.

Bagi Indonesia pemberantasan korupsi harus menjadi kepentingan
semua pihak dengan membangun sinergitas produktif, utamanya melalui
strategi pendidikan untuk menginternalisasi nilai-nilai anti korupsi pada
seluruh elemen masyarakat dan meningkatkan peran serta masyarakat
dengan menjadikan anti korupsi menjadi budaya yang menyertai segala sendi
kehidupan masyarakat sebagai faktor kunci keberhasilan menanamkan
budaya anti korupsi sebagai mana Negara lain.

Berdasarkan Latar Belakang Tersebut diatas Penulis Mengambil
Judul Skripsi “ANALISIS TINDAK PIDANA KORUPSI DIMASA
PANDEMI COVID-19 (Studi Perbandingan Indonesia dengan Malaysia)”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat diidentifikasi
beberapa permasalahan diantaranya sebagai berikut:
a. Bagaimana perbandingan Indonesia dengan Malaysia dalam
penegakan hukum tindak pidana korupsi dimasa pandemi covid-19.
b. Bagaimana sistem hukum pidana Indonesia dan Malaysia terhadap
kejahatan tindak pidana korupsi.

1.3. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, penulis membatasi

masalah yang akan menjadi bahan penelitian karena masalah yang ada



berkaitan dengan tindak pidana korupsi sangatlah komplek dan beragam
sehingga dalam hal ini peneliti perlu membatasi, pembatasan tersebut
bertujuan agar pembahasan masalah skripsi ini tidak terlalu luas dan bias,
yaitu hanya terkait mengenai “Analisis Tindak Pidana Korupsi Dimasa
Pandemi Covid-19 (Studi Perbandingan Indonesia dengan Malaysia)”.

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah tersebut diatas

maka tujuan penelitian ini adalah:
a. Mengidentifikasi bagaimanakah perbandingan penegakan hukum
tindak pidana korupsi dimasa pandemi Covid-19 antara Indonesia dan

Malaysia;

b. Menganalisis bagaimanakah sistem hukum pidana Indonesia dan

Malaysia terhadap kejahatan tindak pidana korupsi.

1.5. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang hendak dicapai oleh peneliti adalah:

1.5.1. Secara Teoritis

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi ilmu
pengetahuan, terkait Analisis Tindak Pidana Korupsi Dimasa Pandemi

Covid-19 (Studi Perbandingan Indonesia dengan Malaysia);

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih
pemikiran dalam pembangunan penegakan hukum di Indonesia, terkait
masalah tindak pidana korupsi yang dilakukan dimasa pandemi Covid-

19 (Studi Perbandingan Indonesia dengan Malaysia);

1.5.2. Secara Praktis

a. Kepada para penegak hukum dapat memberikan masukan dalam

penegakan hukum di Indonesia, terkait penerapan sanksi pidana
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terhadap pelaku tindak pidana korupsi dimasa pandemi covid-19;

b. Kepada pemerintah dapat memberikan masukan dalam rangka

melakukan pembaharuan hukum pidana terkait penerapan sanksi pidana

terhadap pelaku tindak pidana korupsi dimasa pandemi covid-19;

1.6.

Keaslian Penelitian

Data penelitian saat ini berkaitan dengan "Analisis Tindak Pidana

Korupsi Dimasa Pandemi Covid-19" (Studi Perbandingan Indonesia dengan

Malaysia), dan dikumpulkan sebagai data pembanding untuk menjaga

orisinalitas penelitian ini.

Berikut: Tabel 1. Penelitian Terdahulu

Nam-a. . Perbedaan
No peneliti, Judul Metode Hasil densan
Tahun Penelitian Penelitian penelitian Peneli t%an ini
peneliti
Skripsi Terletak pada cara
« 22 menganalisis
Korupsi Negara tusan tusan
Dana mengalami pbu » putusa
y ini  menganalisis
Bansos Metode kerugian yang o
Muhammad . 5 secara yuridis
Y Covid-19 Penelitian yang | sangat  besar )
1 | Al Faqih, . . . normatif
(2023) Dalam . digunakan . al.qbat tlndak sedangkan
Perspektif adalah doktrinal | pidana korupsi it
K . d penelitian
cruglan pada masa sebelumnya hanya
Keuangan Covid-19 meneliti  secara
Negara normatif saja
§ kr1p51' S?nk51 yang penelitian ini
Sanksi diterapkan fokus ada
pidana mati terhadap enerapan S;:lksi
bagi pelaku pelaku tindak Pt p .
. . . | pidana korupsi
tindak pidana korupsi
idana Metode mengalami pada masa
Rijalul Jihad, p . Penelitian yang pandemi  Covid-
2 korupsi . hambatan
(2019) digunakan 19 sedangkan
dalam . karena unsur .
adalah doktrinal . peneliti
keadaan agar  pidana sebelumnya fokus
tertentu” mati dapat d Ksi pid
.. . pada sanksi pidana
(Analisis diterapkan mati bagi pelaku
terhadap cukup tindak pidana
Pasal 2 Ayat membuat
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(2) Undang- penegak korupsi dalam
Undang No. hukum keadaan tertentu
31  Tahun kesulitan
1999
Penelitian ni
mengkaji  terkait
Kurangnya tindak pidana
efektifitas korupsi  dimasa
Skripsi pencegahan pandemi covid-19
'Pencegahan Metode tlndak‘ pidana | keseluruhan
tindak . korupsi sedangkan
Indah . Penelitian yang : >,
Lestafi pidana ' dicur il mengaklbatkan pgnelltlan yang
(2021) korupsi pada SR ot qngglnya dilakukan peneliti
masa . tingkat sebelumnya hanya
. normatif . ..
pandemi korupso di [ mengkaji
covid-19” Indonesia pada | bagaimana
saat Pandemi | pencegahan
di Pare Pare korupsi  pandemi
Covid-19 di

Parepare
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Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang

atau Jasa Pemerintah.

Keputusan Presiden (Keppres) No. 12 Tahun 2020 tentang Penetapan
Bencana Non-Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019

(COVID-19) Sebagai Bencana Nasional.

Keputusan Presiden (Kepres) No 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan
Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease

2019

PERMA No. 1 Tahun 2020 Tentang klasifikasi penjatuhan hukuman
pidana pada pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang

Pemberantasan Tipikor.

Permenkes No. 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial
Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan

Corona Virus Disease 2019 (covid-19).
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LAMPIRAN

_ _ | !
Perdana Menteri Malaysia Tun Dr Mahathir Mohamad (kiri) didampingi
Wakil PM Dr Wan Azizah Wan Ismail mengadakan jumpa pers di Kantor
Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) atau Komisi
Pemberantasan Korupsi, Kualalumpur, Malaysia, Selasa (10/7), usai
menghadiri program anti korupsi. Sebanyak 160 anggota parlemen dari

Pakatan Harapan menghadiri program sehari Pakta Integritas dan anti
korupsi. ANTARA FOTO/Agus Setiawan/ama/18.

Sumber: BBC News, 10 Maret 2023
Muhyiddin Yassin: Mantan PM Malaysia didakwa melakukan korupsi terkait
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anggaran Covid-19.

Mantan Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin meninggalkan
pengadilan Kuala Lumpur setelah sidang, Jumat (10/03)

Sumber Gambar, Antara Foto, 23 Agustus 2021
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Sumber Gambar, Antafa Foto, 23 Agustus 02
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